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KATA PENGANTAR 
 

 

Bismillahirrahmanirrohim. 

Alhamdulliah puji syukur  kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T , atas berkat  

rahmat dan hidayah-Nya kami  telah  menyusun dan  menyelesaikan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2016, kegiatan selama setahun 

sebagai realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2016. 

Penyusunan  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini 

merupakan laporan capaian kinerja tahun kedua dari keseluruhan rencana selama lima 

tahunan berupa Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA  2015-2019. 

LKjIP Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA  dibuat dengan berpedoman pada Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 29 tahun 2010 

tentang Pelaporan kinerja Instansi Pemerintah.   

Penyusunan LKjIP ini mengacu pada: 1) Indikator Kinerja Utama (IKU); 2) 

Rencana Strategis 2015-2019; 3) Rencana Kinerja Tahunan 2016; dan  4) Penetapan 

Kinerja Tahun 2016. LKjIP Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2016 

selengkapnya kami tuangkan dalam laporan ini, harapan kami semoga laporan ini dapat 

bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini kami 

ucapkan terimakasih.  

      

 

 Bengkulu,   05  Januari  2017 

 Ketua,  

 

 

 

 

 Drs. Johan Arifin, S.H.,M.H.  

NIP. 19580502.198703.1.005 
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EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)  
                                

Semangat perubahan yang dilakukan Mahkamah Agung RI di berbagai aspek 

dan bidang untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan transparan serta 

mampu menegakkan supremasi hukum bagi para pencari keadilan, telah memotivasi 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah 

Agung RI di kota Bengkulu untuk semakin meningkatkan kinerjanya dengan 

melaksanakan perubahan-perubahan pada peningkatan pelayanan kepada pencari 

keadilan dan pengawasan disiplin kerja, peningkatan mutu kualitas dan kuantitas 

kinerja setiap bidang.  

Bahwa untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi Pengadilan Agama 

Bengkulu Kelas IA, telah ditetapkan tujuan stratejik ñ Pelayanan Peradilan Agama 

yang cepat, sederhana dan biaya ringanò, yang merupakan jabaran empat misi 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Agama 

Bengkulu Kelas IA, meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang hukum dan 

keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama, meningkatkan 

kemampuan aparatur Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang professional, bersih, 

berwibawa, dan berakhlakul karimah, dan menjaga citra Pengadilan Agama Bengkulu 

Kelas IA sebagai peradilan negara. 

Dari tujuan tersebut diatas, dapat dijabarkan menjadi sasaran dan program-

program tahun 2016.  

1) Program Penyelesaian Perkara Tepat Waktu  

2) Program Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara sesuai Pola Bindalmin 

3) Program Optimalisasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan Agama Bengkulu 

Kelas IA 

4) Program Peningkatan Mutu dan Kapasitas Aparatur Pengadilan di Lingkungan 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA 

5) Program Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya Mahkamah Agung 

6) Program  Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung 
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BAB I  

PENDAHULUAN  
 

A. Latar Belakang 

Laporan Kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi 

pemerintah atau lembaga tinggi Negara merupakan suatu keharusan, hal ini 

dikatakan demikian karena dari laporan akuntabilitas kinerja ini akan dapat 

teridentifikasi kekurangan yang ada pada satu unit kerja sehingga untuk masa 

berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih 

baik.  

Laporan akuntabilitas kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud 

pertanggung jawaban dari satu unit kerja terhadap publik. Pertanggung 

jawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang 

tidak mungkin karena tranparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja 

yang bersangkutan untuk penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari satu 

unit kerja.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat untuk dapat 

dijadikan bahan standar kemampuan dari suatu unit kerja dalam mencapai apa 

yang menjadi tujuan dari satu unit organisasi berdasarkan rencana stratejik 

dan penetapan kinerja dari satu unit kerja (target yang akan dicapai dari satu 

unit kerja). Sehingga dalam merencanakan program kerja yang diuraikan 

dalam kegiatan akan berdasarkan kemampuan dari unit kerja yang 

bersangkutan.  

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam melaksanakan seluruh 

kegiatan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang 

administrasi, finansial dan organisasi dalam rangka mewujudkan sasaran 

strategis tersebut berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada publik 

dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 yang 

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 
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Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah.    

 

B. Tugas dan Fungsi 

V Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan 

Agama Bengkulu Kelas I A bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 

perkara di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

1. perkawinan 

2. waris 

3. wasiat 

4. hibah 

5. wakaf 

6. zakat 

7. infaq 

8. shadaqah dan 

9. ekonomi syari'ah. 

 

V Secara rutin Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melakukan koordinasi 

dengan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Korwil di Provinsi 

Bengkulu, dalam hal pengisian aplikasi SAKPA dan SIMAK sehingga 

dapat dilaporkan ke Instansi terkait secara benar dan tepat waktu.   

V Melaksanakan tugas sebagai KORWIL pada DIPA 04 pada peradilan 

agama di wilayah Provinsi Bengkulu, sesuai SK sekretaris MARI No. 

088/SEK/SK/VI/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Penunjukkan Satker 

sebagai Koordinator Penyusunan Laporan Keuangan tingkat wilayah 

berkaitan dengan kode 005.03, 005.04 dan 005.005 

V Mengembangkan sistem peradilan berbasis teknologi, sesuai dengan 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 

tentang Pedoman Pemberian Informasi di Pengadilan dan sejalan dengan 

kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung 
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RI, sejak tahun 2008 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A telah 

memiliki situs/website, yang peresmiannya dilakukan secara langsung oleh 

Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH. M. 

CL., pada tanggal  07 Juli 2008. Berikut ini adalalah alamat web 

(homepage) dan alamat email kantor Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I 

A : 

1. Homepage : www.pa-bengkulukota.go.id 

2. Email : pa_bengkulu@yahoo.co.id 

V Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sebagai salah satu unsur Forum 

Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bengkulu, juga melaksanakan 

hubungan yang baik dengan instansi terkait lainnya. Hal ini merupakan 

langkah untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dalam 

berorganisasi di wilayah kota Bengkulu. Namun hubungan yang baik 

antara sesama lembaga tingkat kota tersebut, tidak membuat Pengadilan 

Agama Bengkulu Kelas I A menjadi tidak mandiri ataupun terpengaruh 

dalam tugasnya sebagai lembaga yudikatif yang mandiri.  

C. Sistematika Penyajian  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) menggambarkan 

pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA selama tahun 

2016. Adapun sistematika penyusunan LKJIP adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Penjelasan umum organisasi kepada aspek strategis organisasi 

serta permasalahan utama.  

BAB II  PERENCANAAN  KINERJA 

 Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA  

 Menjelaskan analisis pencapaian kinerja  menjelaskan analisis 

pencapaian kinerja serta realisasi anggaran  Pengadilan Agama 

Bengkulu Kelas IA.  

BAB IV  PENUTUP 

http://www.pa-bengkulukota.go.id/
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 Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja dari laporan 

kinerja Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2016, serta 

langkah dimasa datang untuk meningkatkan kinerja. 

 LAMPIRAN 

 1. Struktur Organisasi 

2. Indikator Kinerja Utama 

3. Rencana Kinerja Tahun 2017 

4. Penetapan Kinerja Tahun 2016 

5. Matriks Rencana Strategis 2015-2019 

6. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah 

 



LKjIP Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2016 5 

 

BAB II  

PERENCANAAN KINERJA  

 

 

D. Rencana Strategis 2015-2019  

Tahun 2015 merupakan awal tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2015 ï 2019 merupakan gambaran atau 

visionable dari kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Agama Bengkulu 

Kelas IA, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis 

(Renstra) Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2015 ï 2019 sebagai proses 

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

yang telah ditetapkan organisasi.  

1. Visi dan Misi 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan 

Agama Bengkulu Kelas IA. Visi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA adalah 

sebagai berikut: 

 

 ñTerwujudnya Pengadilan Agama Bengkulu Yang Agungò 

 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan 

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan 

2. Tujuan dan Sasaran Strategis 

V Tujuan 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) 

tahun. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai 

berikut : 
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a. Terwujudnya sistem pengelolaan perkara yang baik dalam rangka pelayanan 

kepada pencari keadilan atas dasar asas cepat, sederhana dan biaya ringan; 

b. Terwujudnya tertib penyelesaian administrasi perkara sesuai pola Bindalmin; 

c. Terwujudnya aparatur pengadilan agama yang berkapasitas optimal dan 

mutu kerja yang maksimal; 

d. Terwujudnya pengadilan agama yang berwawasan teknologi informasi 

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; 

e. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan (Prodeo); 

f. Terwujudnya peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan yang buta hukum 

g. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan. 

 

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Bengkulu 

Kelas IA akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh 

organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke 

depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah 

dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. 

V Sasaran Strategis 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam waktu yang lebih pendek 

dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA 

dalam Rencana Strategis sekarang ini adalah : 

a. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu; 

b. Penyelenggaraan tertib administrasi perkara dengan pola bindalmin secara 

baik; 

c. Meningkatkan mutu dan kapasitas aparatur Pengadilan Agama Bengkulu 

Kelas IA; 

d. Pengembangan dan pemanfaatan IT dalam pengelolaan administrasi 

perkara dan administrasi umum; 

e. Penyelenggaraan pelayanan bagi para pencari keadilan yang miskin dan 

terpinggirkan melalui perkara prodeo; 

f. Penyelenggaraan pelayanan bagi para pencari keadilan yang buta hukum 

(Posbakum) 

g. Penindaklanjutan terhadap pengaduan dan temuan yang dilaporka
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INDIKATOR KINERJA UTAMA  

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan 

indikator kinerja utama  dengan digambarkan sebagai berikut : 

 

 
NO 

 

 
KINERJA UTAMA 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

 
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN 

 
PENANGGUNG 

JAWAB 

 
SUMBER DATA 

1. Terwujudnya proses 
peradilan yang 
pasti, transparan 
dan akuntabel 

a. Persentase produktifitas 
memutus perkara 

 

Jumlah  perkara yang diselesaikan  X 100% 

Jumlah perkara yang  harus diselesaikan  

Majelis Hakim dan 

Panitera 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

b. Persentase penyelesaian 
perkara tepat waktu  

 

 

Jumlah perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 

bulan X 100% 

Jumlah perkara yg harus diselesaikan dlm waktu 

maksimal  5 bulan (diluar sisa perkara).  

 

Keterangan:  

Berdasarkan SEMA Nomor: 02 Tahun 2014 Tentang 

Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama 

maksimal 5 bulan dan Pengadilan Tingkat Banding 

maksimal 3 bulan pada 4 lingkungan peradilan  

Majelis Hakim dan 

Panitera 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

c. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

 

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan  X 100% 

Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan  

Majelis Hakim dan 

Panitera 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

d. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 

 

Jumlah putusan yg tdk mengajukan upaya hukum X 100% 
                             Jumlah putusan  
 

Majelis Hakim dan 

Panitera 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 
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2. Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan perkara 

a. Persentase berkas perkara 
yang diajukan yang 
disampaikan secara lengkap 

Jumlah berkas perkara yang diajukan secara lengkap  X 

100%  

Jumlah berkas yang diajukan  

Catatan:  

Lengkap = terlengkapi syarat formil  

Kepaniteraan Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

  b. Persentase berkas perkara 
yang diajukan Banding yang 
disampaikan secara lengkap 

 

 

 

Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding secara 

lengkap  X 100% 

Jumlah berkas yang diajukan Banding  

 

Catatan:  

Lengkap = terdiri dari bundel A dan B   

Kepaniteraan Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

c. Persentase berkas perkara 
yang diajukan kasasi yang 
disampaikan secara lengkap 

Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi secara 

lengkap  X 100% 

Jumlah berkas yang diajukan Kasasi  

 

Catatan:  

Lengkap = terdiri dari bundel A dan B  

Kepaniteraan Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

d. Persentase berkas perkara 
yang diajukan PK yang 
disampaikan secara lengkap 

Jumlah berkas perkara yang diajukan PK secara lengkap  X 

100%  

Jumlah berkas yang diajukan PK  

 

Catatan:  

Lengkap = terdiri dari bundel A dan B  

Kepaniteraan Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

e. Persentase berkas yang 
diregister dan siap 
didistribusikan ke Majelis  

Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 

100%  

Jumlah berkas perkara yang diterima  

Kepaniteraan Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

f. Ratio Majelis Hakim terhadap 
perkara 

Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah 

perkara  

Kepaniteraan Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 
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3. Meningkatnya 
akses peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

a. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
pembebasan biaya/ prodeo 

 

Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo  X 100% 

Jumlah perkara yang diselesaikan secara prodeo  

Majelis Hakim dan 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

b. Persentase Pelayanan Pos 
bantuan hukum terhadap para 
pencari keadilan yang tidak 
mampu 

 

Jumlah jam layanan posbakum X 100% 

Jumlah perkara yang dibantu melalui posbakum  

Panitera dan 

Sekretaris 

Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

c. Persentase laporan identitas 
hukum dari tingkat pertama 
yang terpenuhi 

 

Jumlah laporan perkara yang diajukan melalui pelayanan 

terpadu X 100% 

Jumlah perkara yang diajukan melalui pelayanan terpadu  

Majelis Hakim dan 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

4. Terwujudnya 
sistem manajemen 
sistem informasi 
yang terintegrasi 
dan menunjang 
sistem peradilan 
yang sederhana, 
transparan dan 
akuntabel 

a. Persentase Integrasi informasi 
perkara secara elektronik 

Jumlah perkara masuk yang diregister X 100% 

Jumlah perkara yang ditayangkan secara elektronik 

(SIADPA/SIPP) 

Panitera Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

b. Persentase Transparansi 
kinerja peradilan dan 
manajerial secara efektif dan 
efisien (penguatan regulasi) 

Jumlah penayangan regulasi di website    X 100 %         

Jumlah regulasi yang telah terbit  

Sekretaris Laporan Tahunan 
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3. Program Utama dan Kegiatan Pokok  

Program utama Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA adalah peningkatan 

manajemen peradilan agama di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. 

Adapun kegiatan pokok-nya dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Penyelesaian dan penanganan perkara tepat waktu; 

b. Penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi; 

c. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan. 

Adapun dari tujuh sasaran strategis yang telah disebutkan pada bab sebelumnya 

merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk mewujudkan 

visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan 

strategis, maka Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA membuat usulan program 

sebagai berikut. 

1) Program Penyelesaian Perkara Tepat Waktu  

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah melakukan serangkaian upaya 

untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang 

masuk setiap tahunnya selalu meningkat.  Oleh karena itu, dipandang perlu 

untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan 

Agama Bengkulu Kelas IA. Tingkat penyelesaian perkara di  Pengadilan 

Agama Bengkulu Kelas IA tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan 

para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah 

minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait 

dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi 

masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan 

pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan.  

2) Program Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara sesuai Pola Bindalmin 

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

suatu lembaga. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam 

memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat 

pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya memerlukan 

manajemen administrasi yang baik sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan.  

3) Program Optimalisasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan Agama Bengkulu 

Kelas IA 
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Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan 

disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 

144/KMA/VIII/2007  Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 

28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK KMA ini selanjutnya dilakukan 

berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk  memudahkan masyarakat 

khususnya para pencari keadilan  dalam mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang 

implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah pengembangan website di 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang tidak hanya menjelaskan profile 

umum pengadilan namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara 

di pengadilan, biaya perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi 

anggaran.  

Pada pertengahan  tahun 2011 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA mulai 

mengembangkan meja informasi disertai dengan manual atau panduan teknis 

pelayan informasi dengan membentuk tim khusus untuk mengenai masalah ini 

melalui Surat Keputusan  Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA 

Nomor 856/2011. Melalui meja informasi ini masyarakat dapat lebih mudah 

memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat  

dalam (SK KMA) Nomor. 1-144/KMA/VIII/2007. Selain itu meja ini juga 

difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja 

pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status 

pengaduannya, sesuai dengan perma No.9 Tahun 2016 Tentang pendoman 

penenganan pengaduan (WHISTLEBLOWING SYSTEM) di mahkama agung 

dan badan peradilan di bawahnya, Dengan demikian program optimalisasi 

keterbukaan informasi di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA 

sangat diperlukan demi  terwujudnya pelayanan yang prima. 

4) Program Peningkatan Mutu dan Kapasitas Aparatur Pengadilan di Lingkungan 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA 

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya terletak 

pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan mutu dan 

kapasitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga 

tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang 

mamadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat  
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dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan 

kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan mutu 

dan kapasitas aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang 

memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan 

berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka 

Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan Pelayanan 

Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat.  

5) Program Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis  

lainnya    

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan 

hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim 

dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok 

pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen 

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.  

6) Program  Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung 

Peningkatan sarana dan prasaran aparatur Negara Mahkamah Agung  

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan 

Agama Bengkulu Kelas IA dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok 

Pengadilan Agama Bengkulu  dalam menegakkan supremasi hukum dan 

keadilan. 

E. Rencana Kerja Tahun 2016 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 

  
1 

 
Terwujudnya proses peradilan 
yang pasti, transparan dan 
akuntabel 
 

 
a. Persentase produktifitas 

memutus perkara 
 
 

 
100 % 

b. Persentase penyelesaian 
perkara tepat waktu 

 
100 % 

c. Persentase penurunan sisa 
perkara 

100 % 

 
d. Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 
hokum 

 
90 % 
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2 

 
Peningkatan efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara 

a. Persentase berkas perkara yang 
diajukan yang disampaikan secara 
lengkap 

 
100 % 

 

b. Persentase berkas perkara  yang 
diajukan  banding yang disampaikan  
secara lengkap 

 

100 % 

c. Persentase berkas perkara  yang 
diajukan  kasasi  yang disampaikan  
secara lengkap 

 
100 % 

d. Persentase berkas perkara yang 
diajukan PK yang disampaikan 
secara lengkap 

 

100 % 

e. Persentase berkas yang deregister 
dan siap didistribusikan ke majelis 

100 % 

f. Ratio Majelis Hakim terhadap 
perkara 

1 : 70 

 
3 

 
Meningkatnya akses peradilan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

a. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
pembebasan biaya/ prodeo 

 
100% 

b. Persentase Pelayanan Pos 
bantuan hukum terhadap 
para pencari keadilan yang 
tidak mampu 

 

100 % 

c. Persentase laporan identitas 
hukum dari tingkat pertama 
yang terpenuhi 

 
90 % 

 
4 

 
Terwujudnya sistem manajemen 
sistem informasi yang terintegrasi 
dan menunjang sistem peradilan 
yang sederhana, transparan dan 
akuntabel 

 
a. Persentase Integrasi informasi 

perkara secara elektronik 100 % 

b. Persentase Transparansi 
kinerja peradilan dan 
manajerial secara efektif dan 
efisien (penguatan regulasi) 

 
100 % 

 
5 

 
Terwujudnya  pelaksanaan  
pengawasan  kinerja  aparat  
peradilan  secara  optimal  baik 
internal maupun eksternal. 

 
a. Persentase Pengaduan 

masyarakat yang 
ditindaklanjuti  

 
100 % 

b. Persentase hasil temuan 
eksternal yang ditindaklanjuti 

100 % 

 
6 

 
Terwujudnya tr ansparansi 
pengelolaan SDM lembaga 
peradilan berdasarkan parameter 
obyektif. 

 
a. Persentase pegawai yang 

lulus diklat teknis yudisial 

 
 

100 % 

b. Persentase pegawai yang 
lulus diklat non yudisial 

100 % 
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7 
 
Meningkatnya pengelolaan 
manajerial lembaga peradilan 
secara akuntabel, efektif dan 
efisien. 

 
Persentase hasil permohonan 
eksekusi atas putusan perkara 
tertentu yang berkekuatan 
hukum tetap yang 
ditindaklanjuti  

 
100 % 

 

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

Perjanjian kinerja merupakan dokumen Penetapan kinerja pada dasarnya 

adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai 

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan 

tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016.  Penyusunan 

Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan 

Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun 

Penetapkan Kinerja tahun 2015 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan Kebijakan 

Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran  tahun 2016.  

Penetapan Kinerja  Tahun  2016 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 

  
1 

 
Terwujudnya proses peradilan 
yang pasti, transparan dan 
akuntabel 
 

 
a. Persentase produktifitas 

memutus perkara 
 
 

 
100 % 

b. Persentase penyelesaian 
perkara tepat waktu 

 
100 % 

c. Persentase penurunan sisa 
perkara 

100 % 

 
d. Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 
hukum 

 
90 % 

 
2 

 
Peningkatan efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara 

a. Persentase berkas perkara yang 
diajukan yang disampaikan secara 
lengkap 

 
100 % 

 

b. Persentase berkas perkara  yang 
diajukan  banding yang disampaikan  
secara lengkap 
 

100 % 
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c. Persentase berkas perkara  yang 
diajukan  kasasi  yang disampaikan  
secara lengkap 

 
100 % 

d. Persentase berkas perkara yang 
diajukan PK yang disampaikan 
secara lengkap 

 

100 % 

e. Persentase berkas yang deregister 
dan siap didistribusikan ke majelis 

100 % 

f. Ratio Majelis Hakim terhadap 
perkara 

1 : 70 

 
3 

 
Meningkatnya akses peradilan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

a. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
pembebasan biaya/ prodeo 

 
100  

b. Persentase Pelayanan Pos 
bantuan hukum terhadap 
para pencari keadilan yang 
tidak mampu 

 

100 % 

c.. Persentase laporan identitas 
hukum dari tingkat pertama 
yang terpenuhi 

 
90 % 

 
4 

 
Terwujudnya sistem manajemen 
sistem informasi yang terintegrasi 
dan menunjang sistem peradilan 
yang sederhana, transparan dan 
akuntabel 

 
Persentase Integrasi informasi 
perkara secara elektronik 

100 % 

Persentase Transparansi kinerja 
peradilan dan manajerial secara 
efektif dan efisien (penguatan 
regulasi) 

 
100 % 

 
5 

 
Terwujudnya  pelaksanaan  
pengawasan  kinerja  aparat  
peradilan  secara  optimal  baik 
internal maupun eksternal. 

 
a. Persentase Pengaduan 

masyarakat yang 
ditindaklanjuti  

 
100 % 

b. Persentase hasil temuan 
eksternal yang 
ditindaklanjuti  

100 % 

 
6 

 
Terwujudnya tr ansparansi 
pengelolaan SDM lembaga 
peradilan berdasarkan parameter 
obyektif. 

 
a. Persentase pegawai yang 

lulus diklat teknis yudisial 

 
 

100 % 

b. Persentase pegawai yang 
lulus diklat non yudisial 

100 % 

7 
 
Meningkatnya pengelolaan 
manajerial lembaga peradilan 
secara akuntabel, efektif dan 
efisien. 

 
Persentase hasil permohonan 
eksekusi atas putusan perkara 
tertentu yang berkekuatan 
hukum tetap yang 
ditindaklanjuti  

 
100 % 

 

 

- Sasaran nomor 1 dan nomor 2 menargetkan 100 % karena Terwujudnya proses 
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peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian perkara merupakan core business (ciri khas) kinerja 

lembaga yang ditargetkan secara sempurna. 

-  Sasaran nomor 3 menargetkan 100 % karena peningkatnya akses peradilan bagi 

masyarakat miskin melalui pembebasan biaya/prodeo dan Pelayanan Pos bantuan 

hukum dapat terpenuhi. 

-  Sasaran nomor 4 menargetkan 100 % karena perwujudnya sistem manajemen 

sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, 

transparan dan akuntabel 

-  Sasaran nomor 5 menargetkan 100 % untuk temuan yang ditindaklanjuti karena 

merupakan wujud dari kinerja pengawasan untuk memberikan hukuman 

berdasarkan hasil pemeriksaan. Sedangkan pengaduan masyarakat yang di 

tindaklanjuti di targetkan 80 % karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan 

anggaran. 

-  Sasaran nomor 6 menargetkan 100% karena Terwujudnya transparansi pengelolaan 

SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif, pegawai yang lulus 

diklat teknis yudisial maupun diklat non yudisial 

-  Sasaran nomor 7 menargetkan 100 %  karena peningkatnya pengelolaan 

manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, dapat dilihat 

dari hasil permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindaklanjut 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA  

 

Dalam Bab ini dikemukakan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja. 

Akuntabilitas Keuangan merupakan financial controle atau pertanggungjawaban keuangan 

untuk meyakinkan bahwa dana publik telah dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat 

yang sesuai dengan otorisasi yang baik. Dengan kata lain Akuntabilitas Keuangan adalah 

pertanggungjawaban anggaran yang dibuktikan dengan bukti-bukti pengeluaran. 

Sedangkan Akuntabilitas Kinerja berfokus pada hasil (result) yang dapat dirasakan 

masyarakat.  Akuntabilitas Kinerja menekankan kepada Prinsip 5 E, yaitu prinsip prioritas 

pemanfaatan dana publik yang efisien dan ekonomis; prinsip pelayanan prima yang 

exelency kepada masyarakat tanpa kecuali (equity); dan prinsip efektifitas pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata lain Akuntabilitas Kinerja adalah perbandingan 

antara anggaran yang digunakan dengan hasil kinerja yang efisien, ekonomis, exelency, 

equity dan efektif. 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Disamping prinsip pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan ada dua 

prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lain untuk menganalisis capaian 

kinerja, yaitu Prinsip Prioritas dan Prinsip Manfaat.   

Prinsip Prioritas menekankan bahwa keberhasilan diukur dari Indikator 

Kinerja Utama yang terdapat dalam tujuan dan sasaran strategis. Saat ini kita sudah 

membuat indikator kinerja utama sebagaimana aturan dalam Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Akan tetapi Indikator-indikator 

Output maupun Indikator Outcome telah dirumuskan  sebagaimana terdapat dalam  

Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. 

Prinsip manfaat adalah membandingkan antara penggunaan anggaran 

dengan hasil, manfaat/outcomes yang diperoleh. Untuk perbandingan penggunaan 

anggaran dengan hasil, kita telah mencoba menganalisisnya secara naratif deskriptif  

dari 6 program yang ada. Enam Program/Kegiatan Utama tersebut : 

1. Program Penyelesaian Perkara Tepat Waktu; 

2. Program Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara sesuai Pola Bindalmin; 
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3.  Program Optimalisasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan Agama Bengkulu 

Kelas IA; 

4. Program Peningkatan Mutu dan Kapasitas Aparatur Pengadilan di Lingkungan 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA; 

5. Program Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Mahkamah Agung 

6. Program  Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung 

Keenam program ini mengarah kepada satu sasaran  Out Come 

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan 

akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. 

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indicator kinerja tersebut 

dapat dilihat pada table sebagai berikut : 

 

 
NO 

 
KINERJA 
UTAMA 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET 

% 

REALISASI 
% 

PENCAPAIAN 
% 

    
1 

 
Terwujudnya 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

 
a. Persentase 

Produktivitas memutus 
perkara 

 
100 % 

 

 
100 % 

 

 
86,6 % 

 
b. Persentase penyelesaian 

perkara tepat waktu 
 

 
100 % 

 
100 % 

 
93,8 % 

c. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

d. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hokum 

 

100% 

 

100% 

 

99,1% 

 
2 

 
Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
yang disampaikan secara 
lengkap 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

b. Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
banding yang 
disampaikan secara 
lengkap 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

c. Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
Kasasi yang disampaikan 
secara lengkap 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

d. Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
PK yang disampaikan 
secara lengkap 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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e. Persentase berkas 

diregister dan siap 
didistribusikan ke 
majelis 
 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 
f. Ratio majelis terhadap 

perkara 

 

100% 

 

100% 

 
1 : 75 

 
3 

 
Meningkatnya 
akses peradilan 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 
 
 
 
 
 

 

a. Persentase perkara  yang 
diselesaikan melalui 
pembebasan 
biaya/prodeo 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

b. Persentase pelayanan pos 
bantuan hukum terhadap 
para pencari keadilan yang 
tidak mampu 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

    c. Persentase laporan 
identitas hukum dari 
tingkat pertama yang 
terpenuhi 

 

100% 

 

0 

 

0 

 
4 

 
Terwujudnya 
system manjemen 
system informasi 
yang terintegrasi 
dan menunjang 
system peradilan 
yang sederhana, 
transparan dan 
akuntabel 

 
a. Persentase integrase 

informasi perkara 
secara elektronik 

 

 
100 % 

 
0 

 
0 

 
b. Persentase transparansi 

kinerja peradilan dan 
manajerial secara 
efektif dan efisien 
(penguatan regulasi) 

 

 

100% 

 

0 

 

0 

 
5 

Terwujudnya 
pelaksanaan 
pengawasan kinerja 
apparat peradilan 
secara optimal baik 
internal maupun 
eksternal 

a. Persentase pengaduan 
masyarakat yang 
ditindak lanjuti 

 

 

100% 

 

0 

 

0 

b. Persentase hasil temuan 
eksternal yang ditindak 
lanjuti 

 

100% 

 

0 

 

0 

 
6 

Terwujudnya 
transparansi 
pengelolaan SDM 
lembaga peradilan 
berdasarkan 
parameter obyektif 

a. Persentase pegawai yang 
lulus diklat teknis 
yudisial 

 

100% 

 

0 

 

0 

 b. Persentase pegawai yang 
lulus diklat teknis non 
yudisial 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 
7 

Meningkatkan 
pengelolaan 
manajerial lembaga 
peradilan secara 
akuntabel, efektif 
dan efisien 

Persentase hasil 
permohonan eksekusi atas 
putusan perkara tertentu 
yang berkekuatan hukum 
tetap yang ditindaklanjuti 
 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 
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Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bengkulu Kelasi IA Tahun 2016 mengacu pada 

indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah 

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian 

kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 

 

Sasaran 1 :  Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

 

Tabel :  Perbandingan persentase terwujudnya proses peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan 

Agama Bengkulu 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

% 
REALISASI 

% 

PENCAPAIAN % 

Th.2016 Th.2015 Th.2014 
a. Persentase Produktivitas memutus 

perkara 
100 100 86,6 86,5 89 

b. Persentase penyelesaian perkara 

tepat waktu 
100 100 93,8 91,9 96 

c. Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan 
100 100 100 100 100 

d. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hokum 
100 100 99,1 98,8 99 

Grafik :  Perbandingan persentase terwujudnya proses peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan 

Agama Bengkulu 

 
 

a. Analisis Persentase Produktivitas memutus perkara didasarkan pada Jumlah perkara 

yang putus dibagi dengan jumlah perkara yang masuk ditambah perkara sisa pada 

tahun yang lalu. Persentase Produktivitas memutus perkara pada tahun 2016 menurun 

bila dibandingkan dengan persentase produktivitas memutus perkara pada tahun 2014 

dan sedikit meningkat bila dibandingkan dengan persentase produktivitas memutus 

perkara pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena jumlah perkara yang masuk pada 
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tahun 2016 lebih banyak dibandingkan perkara yang masuk pada tahun 2014 dan 2015 

serta jumlah perkara sisa pada tahun yang lalu juga lebih besar. 

b. Analisis Persentase penyeleisaian perkara tepat waktu didasarkan pada jumlah perkara 

yang diputus tidak lebih dari 5 bulan dibagi dengan jumlah semua perkara yang putus. 

Persentase penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2016 menurun bila 

dibandingkan dengan Persentase penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2014 

dan meningkat bila dibandingkan dengan Persentase penyelesaian perkara tepat waktu 

pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh lamanya proses dalam penyelesaian perkara 

dan lamanya penundaan sidang yang dilakukan oleh Majelis Hakim. 

c. Analisis Persentase sisa perkara yang diselesaikan didasarkan pada jumlah sisa perkara 

yang diselesaikan dibagi dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. 

Persentase sisa perkara  yang diselesaikan pada tahun 2016 sama dengan persentase 

sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 dan tahun 2015. Hal ini disebabkan 

karena jumlah sisa perkara pada tahun yang lalu sudah diselesaikan pada tahun 

berikutnya. 

d. Analisis persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum didasarkan pada 

jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi dengan jumlah perkara 

putus. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2016 

meningkat bila  dibandingkan dengan persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum pada tahun 2014 dan tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya tingkat 

kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu. 

 

Sasaran 2 :  Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

 

Tabel : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2014, 2015 

dan tahun 2016 pada Pengadilan Agama Bengkulu 

No INDIKATOR KINERJA  
TARGET 

% 

REALISASI 

% 

PENCAPAIAN %  

2016 2015 2014 

a. Persentase berkas perkara yang 

diajukan yang disampaikan secara 

lengkap 

100 100 100 100 100 

b. Persentase berkas perkara yang 

diajukan banding yang disampaikan 
100% 100% 100 100 100 
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secara lengkap 

c. Persentase berkas perkara yang 

diajukan Kasasi yang disampaikan 

secara lengkap 

100% 100% 100 100 100 

d. Persentase berkas perkara yang 

diajukan PK yang disampaikan 

secara lengkap 

100% 100% 0 0 100 

e. Persentase berkas diregister dan siap 

didistribusikan ke majelis 
100% 100% 100 100 100 

f. Ratio majelis terhadap perkara 100% 100% 1:65 1:63 1:57 

 

Tabel : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2014, 

2015 dan tahun 2016 pada Pengadilan Agama Bengkulu 

 

a. Analisis Persentase berkas perkara yang diajukan yang disampaikan secara lengkap 

pada tahun 2016 sama dengan Persentase berkas perkara yang diajukan yang 

disampaikan secara lengkap pada tahun 2014 dan tahun 2015. Hal ini disebabkan 

setiap perkara yang diajukan sudah lengkap semua ketika diterima oleh meja I. 

b. Analisis Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara 

lengkap pada tahun 2016 sama dengan Persentase berkas perkara yang diajukan 

banding yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2014 dan tahun 2015. Hal ini 

disebabkan setiap perkara yang diajukan banding sudah lengkap semua ketika diterima 

oleh meja I. 

c. Analisis Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara 

lengkap pada tahun 2016 sama dengan Persentase berkas perkara yang diajukan 
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Kasasi yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2014 dan tahun 2015. Hal ini 

disebabkan setiap perkara yang diajukan kasasi sudah lengkap semua ketika diterima 

oleh meja I. 

d. Analisis Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara 

lengkap pada tahun 2016 telah lengkap diterima oleh meja I sedangkan Persentase 

berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2014 

dan tahun 2015 tidak ada alias nihil karena pada tahun tersebut tidak perkara yang 

diajukan Peninjauan Kembali. 

e. Analisis persentase berkas yag diregister dan siap didistribusikan ke majelis tahun 

2016 sama dengan persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan tahun 

2014  dan tahun 2015 dikarenakan tidak ada berkas yang belum didistribusikan. 

f. Analisis Ratio majelis terhadap perkara didasarkan pada jumlah perkara yang masuk 

dibagi dengan jumlah majelis hakim. Ratio majelis terhadap perkara pada tahun 2016 

lebih besar bila dibandingkan dengan Ratio majelis terhadap perkara pada tahun 2014 

dan tahun 2015. Hal ini disebabkan karena jumlah perkara masuk pada tahun 2016 

lebih besar daripada jumlah perkara masuk pada tahun 2014 dan tahun 2015. 

 

Sasaran  3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan  

 

Tabel  : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

tahun 2016, 2015 dan 2014 pada pengadilan agama Bengkulu 

No INDIKATOR KINERJA  
TARGET 

% 

REALIS ASI 

% 

PENCAPAIAN %  

2016 2015 2014 

a. Persentase perkara  yang 

diselesaikan melalui pembebasan 

biaya/prodeo 

100 100 100 100 100 

b. Persentase pelayanan pos bantuan 

hukum terhadap para pencari 

keadilan yang tidak mampu 

100 100 100 100 100 

c. Persentase laporan identitas 

hukum dari tingkat pertama yang 

terpenuhi 

100 100 0 0 0 

Grafik : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

tahun 2016, 2015 dan 2014 pada pengadilan agama Bengkulu 
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a. Analisis Persentase perkara  yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo 

didasarkan pada jumlah perkara yang diajukan secara prodeo dibagi dengan jumlah 

pekara yang diselesaikan secara prodeo. Persentase perkara  yang diselesaikan melalui 

pembebasan biaya/prodeo pada tahun 2016 sama dengan Persentase perkara  yang 

diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo pada tahun 2014 dan tahun 2015. Hal 

ini disebabkan jumlah perkara yang masuk secara prodeo pada tahun tersebut telah 

diputus atau diselesaikan pada tahun tersebut, jadi tidak ada sisa perkara prodeo yang 

diselesaikan pada tahun berikutnya. 

b. Analisis Persentase pelayanan pos bantuan hukum terhadap para pencari keadilan yang 

tidak mampu didasarkan pada jumlah jam layanan posbakum dibagi dengan jumlah 

target jam layanan posbakum. Persentase pelayanan pos bantuan hukum terhadap para 

pencari keadilan yang tidak mampu pada tahun 2016 sama dengan Persentase 

pelayanan pos bantuan hukum terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu pada 

tahun 2014 dan tahun 2015. Hal ini disebabkan target jam layanan yang dilaksanakan 

oleh petugas posbakum telah memenuhi targetnya. 

c. Analisis Persentase laporan identitas hukum dari tingkat pertama yang terpenuhi 

pada Pengadilan Agama Bengkulu nihil karena Pengadilan Agama Bengkulu tidak 

menyelenggarakan pelayanan terpadu pada tahun 2016, tahun 2015 dan tahun 2014. 
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Sasaran 4 : Terwujudnya system manjemen sistem informasi yang terintegrasi 

dan  menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel 

 

Tabel  : Terwujudnya system manjemen system informasi yang terintegrasi dan menunjang 
system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel 

No INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

% 

REALISASI 

% 

PENCAPAIAN % 

2016 2015 2014 

a. Persentase Integrasi informasi perkara 

secara elektronik 
100 100 100 100 100 

b. Persentase transparansi kinerja 

peradilan dan manajerial secara 

efektif dan efisien (Penguatan 

regulasi) 

100 100 100 100 100 

 

Grafik : Terwujudnya system manjemen system informasi yang terintegrasi dan menunjang 
system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel 

 

a. Analisis Persentase Integrasi informasi perkara secara elektronik didasarkan pada 

jumlah perkara masuk yang deregister dibagi dengan jumlah perkara yang ditayangkan 

secara elektronik baik melalui SIADPA maupun SIPP. Persentase Integrasi informasi 

perkara secara elektronik pada tahun 2016 sama dengan Persentase Integrasi informasi 

perkara secara elektronik pada tahun 2014 dan tahun 2015. Hal ini disebabkan setiap 

perkara yang masuk langsung dimasukkan pada SIADPA dan SIPP guna memenuhi 

informasi dan keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Agama Bengkulu. 

b. Analisis Persentase transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan 

efisien (Penguatan regulasi) didasarkan pada jumlah penayangan regulasi di website 

dibagi dengan jumlah regulasi yang telah terbit. Persentase transparansi kinerja 

peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (Penguatan regulasi) pada tahun 

2016 sama dengan Persentase transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara 
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efektif dan efisien (Penguatan regulasi) pada tahun 2014 dan tahun 2015. Hal ini 

disebabkan demi terwujudnya system manajemen informasi yang terintegrasi dan 

menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel 

 

 

Sasaran 5: Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja apparat peradilan 

secara optimal baik internal maupun eksternal 

 

Tabel  :  Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja apparat peradilan secara 

optimal baik internal maupun eksternal 

No INDIKATOR KINERJA  
TARGET 

% 

REALISASI 

% 

PENCAPAIAN %  

2016 2015 2014 

a. Persentase Pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti 
100 100 0 0 0 

b. Persentase hasil temuan eksternal 

yang ditindaklanjuti 
100 100 0 0 0 

Grafik :  Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja apparat peradilan secara optimal 
baik internal maupun eksternal 

 

a. Analisis Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti didasarkan pada 

jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk. 

Pada Pengadilan Agama Bengkulu Persentase Pengaduan masyarakat yang 

ditindaklanjuti pada tahun 2016, tahun 2015 dan tahun 2014 tidak ada atau nihil 

dikarenakan tidak ada pengaduan yang masuk pada Pengadilan Agama Bengkulu. Hal 

ini tidak lepas dari pelayanan prima yang diberikan oleh petugas-petugas pada 

Pengadilan Agama Bengkulu. 
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b. Analisis Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti didasarkan pada 

jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah temuan yang masuk. 

Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2016, tahun 2015 

dan tahun 2014 tidak ada atau nihil. 

 

Sasaran 6 : Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan 

berdasarkan parameter obyektif 

Tabel  :  Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan 
parameter obyektif 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

% 

REALISASI 

% 

PENCAPAIAN % 

2016 2015 2014 

Persentase pegawai yang lulus diklat 

teknis yudisial 
100 100 0 0 100 

Persentase pegawai yang lulus diklat 

teknis non yudisial 
100 100 100 100 0 

Grafik :  Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan 
parameter obyektif 

 

a. Persentase Hakim yang lulus diklat teknis yudisial yaitu perbandingan antara SDM 

yang lulus/bersertifikat diklat ekonomi syariôah, dengan jumlah hakim yang mengikuti 

diklat. Serta perbandingan antara SDM yang lulus/bersertifikat diklat PP dengan 

jumlah pegawai yang mengikuti diklat 

b. Persentase pegawai yang lulus Diklat non Yudisial yaitu perbandingan antara SDM 

yang lulus/bersertifikat Diklat PIM III dan IV, sertifikat pengadaan barang dan jasa 

dengan jumlah personil yang mengikuti diklat. 
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Sasaran 7: Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara 

akuntabel, efektif dan efisien 

 

Tabel :  Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif 
dan efisien 

INDIKATOR KINERJA  
TARGET 

% 

REALISASI 

% 

PENCAPAIAN %  

2016 2015 2014 

Persentase hasil permohonan 

eksekusi atas putusan perkara 

tertentu yang berkekuatan hukum 

tetap yang ditindaklanjuti 

100 100 100 0 100 

Grafik   :  Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, 

efektif dan efisien 

  

Analisis Persentase hasil permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang 

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti didasarkan jumlah pelaksanaan eksekusi 

atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap dibagi dengan jumlah 

permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang 

masuk. Persentase hasil permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang 

berkekuatan hukum tetap pada tahun 2016  sama dengan persentase hasil permohonan 

eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2014 dan 

berbeda pada persentase hasil permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang 

berkekuatan hukum tetap pada tahun 2015. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 tidak ada 

permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang 

masuk, sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2014 persentase hasil permohonan eksekusi 

atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap sama dikarenakan eksekusi 

atas permohonan tersebut telah dilaksanakan pada tahun tersebut. 
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B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Tahun 2015, Tahun 2014 

 

Tingkat capaian Kinerja Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A tahun 2016 jika 

dibandingkan dengan 2 Tahun sebelumnya, dapat dilihat sebagai berikut : 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Realisasi (Capaian %) 

2016 2015 2014 

Peningkatan 

penyelesaian 

perkara tepat 

waktu 

Terselesaikannya perkara 

sesuai dengan asas cepat, 

sederhana dan biaya ringan 

94,58% 95,6% 94,3% 

Penyelenggaraan 

tertib administrasi 

perkara dengan 

pola bindalmin 

secara baik 

Terlaksananya tertib 

administrasi perkara sesuai 

pola bindalmin 

100% 100% 100% 

Meningkatkan 

mutu dan 

kapasitas aparatur 

Pengadilan 

Agama Bengkulu 

Kelas IA 

1. Tersedianya aparatur 

Pengadilan Agama 

Bengkulu yang 

professional. 

2. Terlaksananya program 

pembinaan aparatur 

Pengadilan Agama 

Bengkulu Kelas Ia 

secara 

berkesinambungan.  

100% 100% 100% 

 

Pengembangan 

dan pemanfaatan  

 

IT dalam 

pengelolaan 

administrasi 

perkara dan 

administrasi 

umum 

 

Fungsionalitas IT untuk 

membantu  

 

 

proses administrasi perkara 

dan administrasi umum 

 

67% 

 

67% 

 

67% 

Penyelenggaraan 

pelayanan bagi 

para pencari 

keadilan yang 

miskin dan 

Terselenggaranya 

pelayanan prima bagi 

masyarakat miskin dan 

terpinggirkan (prodeo) 

100% 100% 100% 
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terpinggirkan 
 

Penyelengaraan 

pelayanan bagi 

para pencari 

keadilan yang 

buta hokum 

Terselenggaranya 

pelayanan prima melalui 

posbakum bagi para 

pencari keadilan yang buta 

hukum 

100% 100% 100% 

Penindaklanjutan 

terhadap 

pengaduan dan  

temuan yang 

dilaporkan 

Adanya tindak lanjut 

terhadap laporan 

pengaduan dan temuan 

100% 100% 100% 

Pengadaan 

Penambahan daya 

Listrik 

Tercukupinya daya listrik 

untuk kebutuhan kantor   

- 100% - 

Pengadaan Server Tersedianya Server   - 100% - 

Pengadaan alat 

Pengolah data 

Tercukupinya alat 

pengolah data   

100% 100% - 

Pengadaan Mesin 

Antrian sidang 

Tersedianya mesin antrian   - 100% - 

Pembangunan 

kompleks pagar 

rumah dinas  

Tersedianya pagar untuk 

kompleks rumah dinas 

- - 100% 

 

 

C. Realisasi Anggaran 

Dilihat dari prinsip pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan, pada tahun 

2015 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah mengelola Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA ï 005.01.2.308152/2016 tanggal 07 Desember 

2015 Eselon I Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan nilai pagu 

sebesar Rp. 8.689.562.000,- (Delapan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta 

lima ratus enam puluh dua ribu rupiah). 

Sedangkan untuk DIPA Nomor: SP DIPA ï 005.04.2.309123/2016 tanggal 07 

Desember 2015 Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dari total pagu 
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sebesar Rp. 86.200.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dapat terserap 

sebesar Rp. 81.377.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu 

rupiah) atau sebesar 94,4 persen dan sisa Rp. 4.823.000,- (empat juta delapan ratus dua 

puluh tiga ribu rupiah) tidak terserap. 

Sesuai dengan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Base 

Budget),  di mana anggaran yang disusun  harus memperhatikan antara pendanaan 

(input) dan hasil yang diharapkan (output/outcomes), maka penyerapan anggaran 

tersebut di atas, harus sebanding dengan keluarannya. Dengan kata lain  uang yang 

digunakan tidak hanya bertumpu pada laporan akuntansi saja, akan tetapi jelas ada hasil 

kinerjanya (unjuk kerjanya) atau ada nilai tambah (added value) yang membandingkan 

efektivitas dan efisiensi kegiatan. 

 No Uraian Program Pagu DIPA 
Terealisasi Sisa Dana 

Ket. 
Total % Total % 

(1) (2) (3) (4) 5 =(4/3) 6=(3-4) 7=(6/3) 8 
        
 PENGADILAN 

AGAMA BENGKULU 

KELAS IA 9.333.182.000 9156.124.870 99,017% 95.680.130 1,03% 
 

        
 PROGRAM 

DUKUNGAN 

MANAJEMEN DAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS TEKNIS 

LAINNYA 

MAHKAMAH 

AGUNG 9.148.982000 9.058.124.870 99,007% 90.857.130 0,99%  
        
        
 PROGRAM 

PENINGKATAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

APARATUR PADA 

MAHKAMAH 

AGUNG DAN 

BADAN PERADILAN 

DIBAWAHNYA  98.000.000 98.000.000 100% - - 

 

        
        
 PROGRAM 

PENINGKATAN 

MANAJEMEN 

PERADILAN 

AGAMA  86.200.000 8.377.000 94,40% 4.823.000 5.6% 
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Mengingat hal tersebut di atas, maka anggaran yang sudah digunakan harus terlihat 

dalam sebuah matrik.  Matrik inilah yang kita sebut sebagai matriks PPS (Pengukuran 

Pencapaian Sasaran). 
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BAB IV  

P E N U T U P 
 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 

IA Tahun 2016 adalah merupakan  gambaran capaian kinerja  yang akuntabel dan dapat 

dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  ini juga sebagai wujud transparansi laporan 

pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Strategic 

Planning) tahun keempat dalam kurun waktu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum yang telah ditetapkan 2015-2019. 

Pengukuran Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan 2016 dan DIPA 

Tahun 2016  yang telah direalisasikan, secara finansial daya serapnya mencapai 105,26 % 

namun dilihat dari pemenuhan kebutuhan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Pengadilan 

Agama Bengkulu Kelas IA  dapat tercapai. 

Penyusunan LKJIP tahun 2016 ini pada umumnya sasaran, target dan realisasinya 

tercapai akan tetapi ada beberapa kendala yang ditemukan, antara lain:  

a. Masih kurangnya SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal; 

b. Masih kurangnya pagu anggaran untuk operasional perkantoran dan penyediaan 

sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai penunjang peningkatan kinerja 

Laporan ini setidaknya bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan 

berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu 

Kelas IA di bidang Administrasi Peradilan Agama.  

 Untuk tahun berikutnya Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA akan berusaha 

melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan  kinerja dan pelaporan, agar 

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang diinginkan, kiranya Laporan Kinerja 

Tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus menjadi sumber inspirasi dalam 

mengambil keputusan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN  AGAMA BENGKULU 

 
 

NO 
 

 
KINERJA UTAMA 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

 
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN 

 
PENANGGUNG 

JAWAB 

 
SUMBER DATA 

1. Terwujudnya proses 
peradilan yang 
pasti, transparan 
dan akuntabel 

e. Persentase produktifitas 
memutus perkara 

 

Jumlah  perkara yang diselesaikan  X 100% 

Jumlah perkara yang harus diselesaikan  

Majelis Hakim dan 

Panitera 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

f. Persentase penyelesaian 
perkara tepat waktu  

 

 
Jumlah perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulan X 100% 

Jumlah perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan 

(diluar sisa perkara).  

 

Keterangan:  

Berdasarkan SEMA Nomor: 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian 

perkara di Pengadilan Tingkat  Pertama maksimal 5 bulan dan 

Pengadilan Tingkat Banding maksimal 3 bulan pada 4 

lingkungan peradilan   

Majelis Hakim dan 

Panitera 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

g. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

 

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan  X 100% 

Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan  

Majelis Hakim dan 

Panitera 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 

h. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 

 

Jumlah putusan yg tdk mengajukan upaya hukum X 100% 
                             Jumlah putusan  
 

Majelis Hakim dan 

Panitera 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 



 

2. Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan perkara 

g. Persentase berkas perkara 
yang diajukan yang 
disampaikan secara lengkap 

Jumlah berkas perkara yang diajukan secara lengkap  X 100% 

Jumlah berkas yang diajukan  

 

Catatan:  

Lengkap = terlengkapi syarat formil  

Kepaniteraan Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

  h. Persentase berkas perkara 
yang diajukan Banding yang 
disampaikan secara lengkap 

 

 

 

Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding secara lengkap  X 100% 

Jumlah berkas yang diajukan Banding  

 

Catatan:  

Lengkap = terdiri dari bundel A dan B   

Kepaniteraan Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

i. Persentase berkas perkara 
yang diajukan kasasi yang 
disampaikan secara lengkap 

Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi secara lengkap  X 100% 

Jumlah berkas yang diajukan Kasasi   

 

Catatan:  

Lengkap = terdiri dari bundel A dan B   

Kepaniteraan Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

j. Persentase berkas perkara 
yang diajukan PK yang 
disampaikan secara lengkap 

Jumlah berkas perkara yang diajukan PK secara lengkap  X 100% 

Jumlah berkas yang diajukan PK  

 

Catatan:  

Lengkap = terdiri dari bundel A dan B  

Kepaniteraan Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

k. Persentase berkas yang 
diregister dan siap 
didistribusikan ke Majelis  

Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis  X 100% 

Jumlah berkas perkara yang diterima  
Kepaniteraan Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

l. Ratio Majelis Hakim terhadap 
perkara 

Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah 

perkara  

Kepaniteraan Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 



 

3. Meningkatnya 
akses peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

d. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
pembebasan biaya/ prodeo 

 

Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo  X 100% 

Jumlah perkara yang diselesaikan secara prodeo  

 

 

Majelis Hakim dan 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

e. Persentase Pelayanan Pos 
bantuan hukum terhadap para 
pencari keadilan yang tidak 
mampu 

 

Jumlah jam layanan posbakum X 100% 

Jumlah perkara yang dibantu melalui posbakum  

 

Panitera dan 

Sekretaris 

Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

f. Persentase laporan identitas 
hukum dari tingkat pertama 
yang terpenuhi 

 
Jumlah laporan perkara yang diajukan melalui pelayanan terpadu X 100% 

Jumlah perkara yang diajukan melalui pelayanan terpadu  

 

Majelis Hakim dan 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

4. Terwujudnya 
sistem manajemen 
sistem informasi 
yang terintegrasi 
dan menunjang 
sistem peradilan 
yang sederhana, 
transparan dan 
akuntabel 

c. Persentase Integrasi informasi 
perkara secara elektronik 

 

Jumlah perkara masuk yang diregister X 100% 

Jumlah perkara yang ditay angkan secara elektronik 

(SIADPA/SIPP)  

Panitera Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

d. Persentase Transparansi 
kinerja peradilan dan 
manajerial secara efektif dan 
efisien (penguatan regulasi) 

 

Jumlah penayangan regulasi di website    X 100 %         

Jumlah regulasi yang telah terbit  

Sekretaris Laporan Tahunan 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

MATRIK RENCANA KINERJA 

PENGADILAN AGAMA BENGKULU 

TAHUN 2017 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 

  
1 

 
Terwujudnya proses peradilan 
yang pasti, transparan dan 
akuntabel 
 

 
e. Persentase produktifitas 

memutus perkara 
 
 

 
100 % 

f. Persentase penyelesaian 
perkara tepat waktu 

 
100 % 

g. Persentase penurunan sisa 
perkara 

100 % 

 
h. Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 
hukum 

 
90 % 

 
2 

 
Peningkatan efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara 

g. Persentase berkas perkara yang 
diajukan yang disampaikan secara 
lengkap 

 
100 % 

 

h. Persentase berkas perkara  yang 
diajukan  banding yang disampaikan  
secara lengkap 

 

100 % 

i. Persentase berkas perkara  yang 
diajukan  kasasi  yang disampaikan  
secara lengkap 

 
100 % 

j. Persentase berkas perkara yang 
diajukan PK yang disampaikan 
secara lengkap 

 

100 % 

k. Persentase berkas yang deregister 
dan siap didistribusikan ke majelis 

100 % 

l. Ratio Majelis Hakim terhadap 
perkara 

1 : 70 

 
3 

 
Meningkatnya akses peradilan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

c. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
pembebasan biaya/ prodeo 

 
100% 

d. Persentase Pelayanan Pos 
bantuan hukum terhadap 
para pencari keadilan yang 
tidak mampu 

 

100 % 

c. Persentase laporan identitas 
hukum dari tingkat pertama 
yang terpenuhi 

 
90 % 

 
4 

 
Terwujudnya sistem manajemen 
sistem informasi yang terintegrasi 
dan menunjang sistem peradilan 
yang sederhana, transparan dan 
akuntabel 

 
b. Persentase Integrasi informasi 

perkara secara elektronik 100 % 

c. Persentase Transparansi 
kinerja peradilan dan 
manajerial secara efektif dan 
efisien (penguatan regulasi) 

 
100 % 



 

 
5 

 
Terwujudnya  pelaksanaan  
pengawasan  kinerja  aparat  
peradilan  secara  optimal  baik 
internal maupun eksternal. 

 
c. Persentase Pengaduan 

masyarakat yang 
ditindaklanjuti  

 
100 % 

d. Persentase hasil temuan 
eksternal yang ditindaklanjuti 

100 % 

 
6 

 
Terwujudnya tr ansparansi 
pengelolaan SDM lembaga 
peradilan berdasarkan parameter 
obyektif. 

 
c. Persentase pegawai yang 

lulus diklat teknis yudisial 

 
 

100 % 

d. Persentase pegawai yang 
lulus diklat non yudisial 

100 % 

7 
 
Meningkatnya pengelolaan 
manajerial lembaga peradilan 
secara akuntabel, efektif dan 
efisien. 

 
Persentase hasil permohonan 
eksekusi atas putusan perkara 
tertentu yang berkekuatan 
hukum tetap yang 
ditindaklanjuti  

 
100 % 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 

 

 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 

 
 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan 

akuntabel yang berorientasi pada hasil,  yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

1. Nama : Sukardi, S.H. 

 Jabatan : Panitera  Pengadilan Agama Bengkulu 

2. Nama : Fatihatun Nisak, S.Ag., M.H. 

 Jabatan : Sekretaris  Pengadilan Agama Bengkulu 

 Selanjutnya disebut Pihak Pertama . 
 
 
 Nama :  Drs. Johan Arifin, SH., MH 

 Jabatan :  Ketua Pengadilan Agama Bengkulu 

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. 
 

 

Pihak Per tama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai  lampiran  

perjanjian  ini,  dalam  rangka  mencapai  target  kinerja  jangka menengah seperti yang 

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.  

 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 

pihak pertama. 

 
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 
UNIT KERJA :  PENGADILAN AGAMA BENGKULU 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 

  
1 

 
Terwujudnya proses peradilan 
yang pasti, transparan dan 
akuntabel 
 

 
e. Persentase produktifitas 

memutus perkara 
 
 

 
100 % 

f. Persentase penyelesaian 
perkara tepat waktu 

 
100 % 

g. Persentase penurunan sisa 
perkara 

100 % 

 
h. Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 
hukum 

 
90 % 

 
2 

 
Peningkatan efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara 

g. Persentase berkas perkara yang 
diajukan yang disampaikan secara 
lengkap 

 
100 % 

 

h. Persentase berkas perkara  yang 
diajukan  banding yang disampaikan  
secara lengkap 
 

100 % 

i. Persentase berkas perkara  yang 
diajukan  kasasi  yang disampaikan  
secara lengkap 

 
100 % 

j. Persentase berkas perkara yang 
diajukan PK yang disampaikan 
secara lengkap 

 

100 % 

k. Persentase berkas yang deregister 
dan siap didistribusikan ke majelis 

100 % 

l. Ratio Majelis Hakim terhadap 
perkara 

1 : 70 

 
3 

 
Meningkatnya akses peradilan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

c. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
pembebasan biaya/ prodeo 

 
101  

d. Persentase Pelayanan Pos 
bantuan hukum terhadap 
para pencari keadilan yang 
tidak mampu 

 

100 % 

c.. Persentase laporan identitas 
hukum dari tingkat pertama 
yang terpenuhi 

 
90 % 

 
4 

 
Terwujudnya sistem manajemen 
sistem informasi yang terintegrasi 
dan menunjang sistem peradilan 
yang sederhana, transparan dan 
akuntabel 

 
Persentase Integrasi informasi 
perkara secara elektronik 

100 % 

Persentase Transparansi kinerja 
peradilan dan manajerial secara 
efektif dan efisien (penguatan 
regulasi) 

 
100 % 



 

 
5 

 
Terwujudnya  pelaksanaan  
pengawasan  kinerja  aparat  
peradilan  secara  optimal  baik 
internal maupun eksternal. 

 
c. Persentase Pengaduan 

masyarakat yang 
ditindaklanjuti  

 
100 % 

d. Persentase hasil temuan 
eksternal yang 
ditindaklanjuti  

100 % 

 
6 

 
Terwujudnya tr ansparansi 
pengelolaan SDM lembaga 
peradilan berdasarkan parameter 
obyektif. 

 
c. Persentase pegawai yang 

lulus diklat teknis yudisial 

 
 

100 % 

d. Persentase pegawai yang 
lulus diklat non yudisial 

100 % 

7 
 
Meningkatnya pengelolaan 
manajerial lembaga peradilan 
secara akuntabel, efektif dan 
efisien. 

 
Persentase hasil permohonan 
eksekusi atas putusan perkara 
tertentu yang berkekuatan 
hukum tetap yang 
ditindaklanjuti  

 
100 % 

 

Jumlah Anggaran Kegiatan :  
 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas  
Teknis Lainnya Mahkamah Agung 

Rp.         8.591.562.000,- 

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 
Mahkamah Agung 

Rp.               98.000.000,- 

 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

 

Rp.               86.200.000,- 
 

 

Dengan total Pagu Anggaran Rp. 8.775.762.000 ,- (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh 

lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah). 
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MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019 
PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA 

 
Ada 2 Matrik di dalam Rencana Strategis : 
 

1. Matrik Pencapaian Kinerja 
2. Matrik Kinerja Anggaran 

 
Matrik Pencapaian Kinerja 

NO  TUJUAN 
INDIKATOR 
 TUJUAN 

SASARAN  
INDIKATOR  
SASARAN 

TARGET JANGKA MENENGAH 

THN  
2015 

THN  
2016 

THN 
2017 

THN  
2018 

THN  
2019 

1 Peningkatan 
manajemen 
Peradilan Agama 

Terwujudnya sistem 
pengelolaan perkara 
yang baik dalam rangka 
pelayanan kepada 
pencari keadilan atas 
dasar asas cepat, 
sederhana dan biaya 
ringan. 

 

1. Peningkatan jumlah 
penyelesaian perkara 

2. Peningkatan 
penyelesaian proses 
administrasi perkara 

Peningkatan 
penyelesaian 
perkara  tepat 
waktu  
 

Terselesaikannya 
perkara sesuai 
dengan asas cepat, 
sederhana dan biaya 
ringan 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Peningkatan 

manajemen 

Peradilan 

Agama 

Terwujudnya tertib 
penyelesaian 
administrasi perkara 
sesuai pola Bindalmin 

1. Peningkatan jumlah 
penyelesaian perkara 

2. Peningkatan 
penyelesaian proses 
administrasi perkara 

 

Penyelenggaraan 
tertib administrasi 
perkara dengan 
pola bindalmin 
secara baik  

 

Terlaksananya tertib 
administrasi perkara 
sesuai pola 
bindalmin 

100% 100% 100% 100% 100% 

3 Peningkatan 

manajemen 

Peradilan 

Agama 

 

Terwujudnya 
peningkatan kualitas 
pelayanan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan (prodeo) 

1. Peningkatan jumlah 
penyelesaian perkara 

2. Peningkatan 
penyelesaian proses 
administrasi perkara 

 

Penyelenggaraan 
pelayanan bagi 
para pencari 
keadilan yang 
miskin dan 
terpinggirkan  

Terselenggaranya 
pelayanan prima 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 
(prodeo) 

100% 100% 100% 100% 100% 



 

4 Peningkatan 

manajemen 

Peradilan 

Agama 

Terwujudnya 
peningkatan kualitas 
sistem pengawasan 

1. Peningkatan jumlah 
penyelesaian perkara 

2. Peningkatan 
penyelesaian proses 
administrasi perkara 

 

Penindaklanjutan 
terhadap 
pengaduan dan  
temuan yang 
dilaporkan 

 

Adanya tindak lanjut 
terhadap laporan 
pengaduan dan 
temuan 

100% 100% 100% 100% 100% 

5 Dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya 

Mahkamah 

Agung 

Terwujudnya aparatur 
pengadilan agama yang 
berkapasitas optimal 
dan mutu kerja yang 
maksimal 

Tersedianya dukungan 
manajemen dan tugas 
teknis dalam pelaksanaan 
tugas teknis peradilan 

Meningkatkan 
mutu dan kapasitas 
aparatur 
Pengadilan Agama 
Bengkulu 

1. Tersedianya 
aparatur 
Pengadilan 
Agama Bengkulu 
yang profesional 

2. Terlaksananya 
pembinaan 
aparatur 
Pengadilan 
Agama Bengkulu 
Kelas I A secara 
berkesinambung
an 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

6 Dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya 

Mahkamah 

Agung 

Terwujudnya 
pengadilan agama yang 
berwawasan teknologi 
informasi dalam 
pelaksanaan tugas 
sehari-hari 

Tersedianya dukungan 
manajemen dan tugas 
teknis dalam pelaksanaan 
tugas teknis peradilan 

Pengembangan 
dan pemanfaatan 
IT dalam 
pengelolaan 
administrasi 
perkara dan 
administrasi umum 

 

Fungsionalitas IT 
untuk membantu 
proses administrasi 
perkara dan 
administrasi umum 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 



 

 
Matrik  Kinerja Anggaran 

NO 
 

TUJUAN SASARAN  
INDIKATOR  
SASARAN 

TARGET JANGKA MENENGAH 

THN  
2010 

THN  
2011 

THN 
2012 

THN  
2013 

THN  
2014 

1 Peningkatan 
manajemen 
Peradilan Agama 

Terwujudnya sistem 
pengelolaan perkara yang 
baik dalam rangka 
pelayanan kepada pencari 
keadilan atas dasar asas 
cepat, sederhana dan biaya 
ringan. 

 

Peningkatan penyelesaian 
perkara  tepat waktu  
 

Terselesaikannya perkara sesuai 
dengan asas cepat, sederhana 
dan biaya ringan 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Peningkatan 

manajemen 

Peradilan Agama 

Terwujudnya tertib 
penyelesaian administrasi 
perkara sesuai pola 
Bindalmin 

Penyelenggaraan tertib 
administrasi perkara dengan 
pola bindalmin secara baik  

 

Terlaksananya tertib 
administrasi perkara sesuai pola 
bindalmin 

100% 100% 100% 100% 100% 

3 Peningkatan 

manajemen 

Peradilan Agama 

 

 

 

Terwujudnya peningkatan 
kualitas pelayanan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan (prodeo) 

Penyelenggaraan pelayanan 
bagi para pencari keadilan 
yang miskin dan 
terpinggirkan  

Terselenggaranya pelayanan 
prima bagi masyarakat miskin 
dan terpinggirkan (prodeo) 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

4 Peningkatan 

manajemen 

Peradilan Agama 

Terwujudnya peningkatan 
kualitas sistem 
pengawasan 

Penindaklanjutan terhadap 
pengaduan dan  temuan 
yang dilaporkan 

 

 

 

 

Adanya tindak lanjut terhadap 
laporan pengaduan dan temuan 

100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

5 Dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya 

Mahkamah 

Agung 

Terwujudnya aparatur 
pengadilan agama yang 
berkapasitas optimal dan 
mutu kerja yang maksimal 

Meningkatkan mutu dan 
kapasitas aparatur 
Pengadilan Agama Bengkulu 

1. Tersedianya aparatur 
Pengadilan Agama Bengkulu 
yang profesional 

2. Terlaksananya pembinaan 
aparatur Pengadilan Agama 
Bengkulu Kelas I A secara  

100% 100% 100% 100% 100% 

6 Dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya 

Mahkamah 

Agung 

Terwujudnya pengadilan 
agama yang berwawasan 
teknologi informasi dalam 
pelaksanaan tugas sehari-
hari 

Pengembangan dan 
pemanfaatan IT dalam 
pengelolaan administrasi 
perkara dan administrasi 
umum 

 

Fungsionalitas IT untuk 
membantu proses administrasi 
perkara dan administrasi umum 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

 



 

 
 
 

 

 

 


